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Abstract
This article examines the legal consequences of residential land ownership acquired through sale and
purchase when the accumulation exceeds the maximum ownership limit permitted by Indonesian land
policy. The issue is important because the regulatory framework already requires buyers to declare that
their ownership does not exceed the limit, yet in practice large-scale accumulation of residential land
still occurs without effective sanctions. Using normative juridical research, the article reviews agrarian
statutes, land registration rules, and doctrinal writings on justice and legal sanctions. The study finds
that the applicable regime establishes an ownership ceiling through administrative requirements, but
it does not provide an explicit sanction structure when the declaration is violated or when excessive
ownership is later discovered. This gap weakens enforcement, contributes to inequality in access to
housing land, and undermines the social function of land. The article argues that legal certainty
requires a firmer sanction model, including administrative disincentives and stronger supervision of
transfer registration.
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Abstrak
Artikel ini mengkaji akibat hukum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang diperoleh melalui
jual beli ketika akumulasinya melebihi batas maksimum yang diizinkan oleh kebijakan pertana-
han Indonesia. Isu ini penting karena kerangka peraturan sebenarnya sudah mewajibkan pem-
beli menyatakan bahwa kepemilikannya tidak melampaui batas, tetapi dalam praktik penumpukan
tanah rumah tinggal dalam skala besar tetap terjadi tanpa sanksi yang efektif. Dengan menggu-
nakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah undang-undang agraria, aturan pendaftaran
tanah, dan doktrin mengenai keadilan serta sanksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rezim yang berlaku memang menetapkan batas kepemilikan melalui persyaratan administratif,
tetapi belum menyediakan struktur sanksi yang tegas ketika pernyataan itu dilanggar atau ketika
kepemilikan berlebih kemudian ditemukan. Kekosongan ini melemahkan penegakan, memperbe-
sar ketimpangan akses atas tanah rumah tinggal, dan mengaburkan fungsi sosial tanah. Artikel
ini berpendapat bahwa kepastian hukum mensyaratkan model sanksi yang lebih tegas, termasuk
disinsentif administratif dan pengawasan yang lebih kuat atas pendaftaran peralihan hak.

Kata Kunci: Kepemilikan Tanah Rumah Tinggal; Batas Maksimum; Pendaftaran Tanah; Sanksi
Administratif; Kepastian Hukum
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1. Pendahuluan

Tanah mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena men-
jadi ruang dasar bagi tempat tinggal, kegiatan usaha, dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan, fungsi tanah tidak semata dipandang
sebagai komoditas privat, tetapi juga sebagai objek penguasaan negara yang harus di-
arahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, pembatasan kepemilikan
tanah tetap relevan untuk menjaga pemerataan dan mencegah penumpukan penguasaan
pada kelompok tertentu.

Sumber artikel menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan kepemilikan tanah un-
tuk rumah tinggal sesungguhnya telah dibangun melalui aturan administratif pertanahan.
Salah satu titik pentingnya ialah kewajiban bagi calon penerima hak untuk menyatakan
bahwa setelah transaksi dilakukan, yang bersangkutan tidak akan memiliki tanah rumah
tinggal melebihi lima bidang dengan total luas lebih dari batas yang ditentukan. Namun,
dalam praktik, kepemilikan yang melampaui batas masih ditemukan dan belum diikuti
mekanisme sanksi yang tegas.

Masalah ini menimbulkan dua persoalan sekaligus. Pertama, ada pertanyaan men-
genai akibat hukum ketika kepemilikan tanah rumah tinggal berdasarkan jual beli terny-
ata melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan. Kedua, ada persoalan kepastian
hukum karena larangan normatif tanpa sanksi yang jelas cenderung sukar ditegakkan.
Dalam situasi demikian, fungsi sosial tanah dan tujuan pemerataan kepemilikan kehilan-
gan daya kerja praktisnya.

Atas dasar itu, artikel ini membahas hubungan antara kebijakan pembatasan
kepemilikan, prosedur jual beli dan pendaftaran hak, serta kebutuhan penegakan melalui
sanksi yang lebih operasional. Fokus pembahasan diarahkan pada akibat hukum dari
kepemilikan yang melampaui batas dan model respons hukum yang dapat memperkuat
keadilan distribusi tanah untuk rumah tinggal.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana akibat hukum atas kepemilikan tanah
untuk rumah tinggal berdasarkan jual beli yang melebihi batas maksimum, dan sanksi apa
yang seharusnya dapat diberikan untuk menjamin kepastian hukum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak
Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah mengenai
hukum agraria, keadilan, sengketa pertanahan, serta sanksi hukum. Analisis dilakukan
secara deskriptif-kualitatif untuk membaca relasi antara fungsi sosial tanah, pembatasan
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kepemilikan, prosedur pendaftaran, dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

4. Pembahasan

4.1 Pembatasan Kepemilikan Tanah untuk Rumah Tinggal

Pembatasan kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berangkat dari gagasan bahwa tanah
tidak boleh dikuasai secara berlebihan oleh segelintir pihak ketika masyarakat lain masih
menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah tinggal. Dalam kerangka hukum agraria
nasional, fungsi sosial tanah menjadi dasar bahwa kepemilikan individual harus tetap
ditempatkan dalam kepentingan yang lebih luas.

Sumber artikel menempatkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 sebagai aturan operasional yang penting.
Melalui aturan ini, pemohon hak milik atas tanah untuk rumah tinggal wajib membuat
pernyataan bahwa dengan perolehan tersebut ia tidak akan memiliki lebih dari lima
bidang tanah rumah tinggal dengan total luas melebihi batas yang ditentukan. Dengan
demikian, pembatasan sebenarnya sudah dikenali dalam tahap administratif sebelum
pendaftaran hak diselesaikan.

Namun, keberadaan syarat administratif itu belum otomatis menghadirkan pene-
gakan yang kuat. Dalam praktik, pernyataan tersebut sering berhenti sebagai formalitas
dokumen. Ketika sistem pengawasan terhadap akumulasi kepemilikan belum terintegrasi
secara memadai, peluang terjadinya kepemilikan berlebih tetap terbuka. Ini menunjukkan
bahwa pembatasan normatif membutuhkan dukungan verifikasi data dan konsekuensi
hukum yang nyata.

4.2 Jual Beli, Pendaftaran Hak, dan Peran PPAT

Peralihan hak melalui jual beli merupakan jalur yang paling umum untuk memperoleh
tanah rumah tinggal. Dalam sistem hukum pertanahan, jual beli tidak cukup hanya di-
pahami sebagai kesepakatan perdata, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menim-
bulkan perubahan data pendaftaran tanah. Karena itu, pembuktiannya harus dituangkan
dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sumber artikel menegaskan bahwa dalam rancangan akta jual beli, pembeli
menyatakan bahwa kepemilikan tanahnya tidak melebihi batas maksimum penguasaan
yang diperkenankan. Artinya, mekanisme kontrol terhadap pembatasan kepemilikan
sebenarnya telah disisipkan di dalam instrumen jual beli itu sendiri. Posisi PPAT menjadi
penting karena akta yang dibuatnya menjadi dasar bagi proses balik nama dan pembaruan
data pertanahan.

Meski demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas pe-
meriksaan formil dan materiil. Jika pernyataan pembeli tidak diverifikasi secara serius,
atau jika sistem administrasi tidak mampumenelusuri keseluruhan bidang yang telah dim-
iliki, maka akta jual beli justru dapat menjadi pintu masuk berlanjutnya kepemilikan yang
melampaui batas. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menyangkut perilaku pembeli,
tetapi juga menyentuh tata kelola administrasi pertanahan secara keseluruhan.
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4.3 Akibat Hukum Kepemilikan yang Melebihi Batas Maksimum

Kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang melampaui batas maksimum pada dasarnya
bertentangan dengan arah kebijakan agraria yang menghendaki pemerataan dan kead-
ilan. Sumber artikel menunjukkan bahwa pelanggaran ini berimplikasi sosial-ekonomi
cukup serius, antara lain mendorong konsentrasi penguasaan tanah, mempersempit akses
masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah tinggal, dan membuka ruang speku-
lasi harga di pasar properti.

Dari sudut hukum, akibat yang paling nyata justru terletak pada lemahnya kepas-
tian norma. Larangan yang tidak diikuti sanksi tegas cenderung berubah menjadi perny-
ataan administratif biasa. Dalam keadaan seperti itu, kepemilikan berlebih memang dapat
dinilai bertentangan dengan regulasi, tetapi tidak ada instrumen pemaksa yang cukup kuat
untuk mengoreksi atau mencegah pengulangannya secara efektif.

Sumber artikel juga mengaitkan persoalan ini dengan fungsi sosial tanah. Jika
kepemilikan berlebih dibiarkan, distribusi manfaat tanah menjadi timpang dan tujuan
keadilan distributif tidak tercapai. Karena itu, akibat hukum kepemilikan yang melampaui
batas tidak berhenti pada cacat administratif semata, tetapi juga menyentuh kegagalan ne-
gara menjalankan amanat pemerataan akses atas sumber daya agraria.

4.4 Kebutuhan Sanksi dan Penguatan Pengawasan

Tulisan sumber menekankan bahwa kekosongan utama rezim ini adalah ketiadaan sanksi
yang spesifik. Dalam teori hukum, sanksi merupakan alat yang memberi daya paksa pada
norma. Tanpa sanksi, larangan sukar dibedakan dari imbauan biasa. Karena itu, pembat-
asan kepemilikan tanah rumah tinggal membutuhkan perangkat penegakan yang lebih
eksplisit.

Model yang paling relevan menurut sumber ialah sanksi administratif. Bentuknya
dapat berupa beban fiskal yang lebih berat atas kepemilikan rumah tinggal berikutnya,
pengenaan penerimaan negara bukan pajak tertentu, atau konsekuensi administratif lain
terhadap peralihan hak yang terbukti melampaui batas. Di samping itu, pengawasan harus
diperkuat melalui integrasi data kepemilikan, pemeriksaan yang lebih akurat pada saat
transaksi, dan tanggung jawab administratif yang lebih tegas dalam proses pendaftaran.

Dengan kombinasi sanksi dan pengawasan, pembatasan kepemilikan tidak lagi
berhenti pada deklarasi formil. Ia berubah menjadi instrumen hukum yang sungguh bek-
erja untuk menjaga keseimbangan antara hak individual atas tanah dan kepentingan pub-
lik dalam pemerataan akses terhadap rumah tinggal.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berdasarkan jual beli yang melebihi batas maksi-
mum bertentangan dengan kebijakan pertanahan yang dibangun untuk menjamin fungsi
sosial tanah dan pemerataan penguasaan. Meskipun aturan administratif telah mewa-
jibkan adanya pernyataan bahwa pembeli tidak akan melampaui batas kepemilikan, prak-
tikmenunjukkan bahwamekanisme tersebut belum efektif karena tidak didukung struktur
sanksi yang tegas.
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Akibat hukum dari keadaan ini ialah melemahnya kepastian hukum, terbukanya
ruang penumpukan kepemilikan, dan terganggunya keadilan distribusi tanah rumah ting-
gal. Oleh sebab itu, penegakan kebijakan pembatasan kepemilikan memerlukan sanksi ad-
ministratif yang jelas serta pengawasan yang lebih kuat dalam proses jual beli dan pendaf-
taran tanah.

5.2 Saran

Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana yang secara tegas mengatur konsekuensi
administratif atas kepemilikan tanah rumah tinggal yang melebihi batas maksimum, ter-
masuk mekanisme verifikasi data kepemilikan pada tahap transaksi dan pendaftaran. Pen-
guatan ini penting agar pembatasan kepemilikan benar-benar berfungsi sebagai instrumen
keadilan dan bukan hanya formalitas administratif.
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